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I. Pendahuluan

Pemimpin atau penguasa mempunyai
kedudukan yang tinggi dan mulia dalam
syari’at Islam. Hal ini sesuai dengan
tingginya tugas dan besaranya tanggung
jawab serta beratnya beban yang mereka
pikul, menjaga agama dan mengatur dunia
sebagai pengganti tugas kenabian.
Kedudukan dan derajat yang tinggi
diberikan  kepada mereka sebagai hikmah
dan maslahat yang harus direalisasikan,
sehingga tidak timbul kekacauan dan
musibah-musibah yang menyebabkan
hilangnya kebaikan-kebaikan dan rusaknya
agama dan dunia.

Diantara dalil yang menunjukkan
tingginya kedudukan pemimpin dalam
syari’at Islam adalah Allah mengandengkan
kata ketaatan kepada-Nya dan ketaatan
kepada Rasul-Nya dengan ketaatan kepada
penguasa sebagaimana firman Allah SWT :
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul dan Ulil Amri diantara
kamu”, kemudian jika kamu berlainan pendapat
tenatang sesuatu, maka kemablikanlah ia kepada
Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Demikian itu lebih utama bagimu dan
lebih baik akibatnya”.1

Manusia tidak akan bisa teratur dalam
kehidupannya, melainkan dengan adanya
imam (pemimpin) yang berkuasa dan
berdaulat. Seandainya Allah SWT  tidak
menanugrahkan sesuatu yang sesuai dengan
tabiat profesinya, niscaya masyarakat akan
melecehkan dirinya serta mengabaikan
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Ulil Amri adalah seseorang atau
sekelompok orang yang mengurus
kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan
kepada Ulil Amri (Pemimpin) merupakan
suatu kewajiban umat, selama tidak
bertentangan dengan nash yang zahir.
Adapun masalah ibadah, maka semua
persoalan haruslah didasarkan kepada
ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya.
Ketaatan kepada Ulil Amri atau Pemimpin
sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena
betapa pun hebatnya Ulil Amri itu maka ia
tetap manusia yang memiliki kekurangan
dan tidak dapat dikultuskan. Jika produk
dari Ulil Amri tersebut sesuai dengan
ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka wajib
diikuti, sedangkan jika produk Ulil Amri itu
bertentangan dengan kehendak Tuhan
maka tidak wajib ditaati. Dengan demikian,
model keataatan kepada Ulil Amri itu
terlaksana, jika ia menjalankan perintah
Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya jika tidak,
maka ketaatan itu dengan serta merta tidak
mesti adanya.
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perintahnya. Apabila hal itu terjadi, tentulah
bencana akan menyebar, malapetaka dan
kerusuhan akan merajalela kemaslahatan
akan sirna serta agamapun akan lenyap dan
akhirnya rusaklah dunia ini.2

Masyarakat sebagai makhluk sosial
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harus menyadari bahwa ia adalah anggota
masyarakat yang penuh derita dan
kesedihan, namun harus tetap tertib dan
terkendali. Salah satu cara untuk mengurus,
memelihara dan mengaturnya agar tidak
terlempar menjadi sumber kekacauan dan
keruwetan adalah perlunya keberadaan
pemimpin,3 Mekanismenya disebut dengan
kepemimpinan.

Tampaknya, manusia tidak akan pernah
mampu melepaskan diri dari dua posisi dua
listis, yaitu sebagai pihak yang dipimpin
sekaligus sebagai pemimpin,4 atau disebut
pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin itu
pemegang otoritas yang “menentukan”
kebijakan dan menjalankannya dalam
wilayah kepemimpinannya, untuk
mengantar masyarakat yang dipimpinnya
kearah yang lebih baik dan maju. Hal inilah
yang  memposisikan pemimpin  pada
tempat yang sangat strategis dalam
kehidupan suatu masyarakat. Pemimpin,
baik dalam skala makro maupun mikro,
menempati posisi (kedudukan) yang tinggi
dan mulia dalam Islam. Mengajak manusia
kepada jalan kebenaran, untuk berbuat baik
dan mencegah mereka dari pada perbuatan
yang munkar, merupakan tugas agama yang
sangat agung dan mulia yang dibebankan
kepada umat Muhammad SAW, sehingga
Allah mensifati mereka sebagai umat yang
terbaik (QS.Ali Imran: 110).

Masalah kepemimpinan 5 selalu menjadi
bahan kajian sosiologi yang menarik. Dalam
rentang panjang perjalanan sejarah anak
manusia, telah muncul corak pemimpin
dengan beragam karakternya. Pemimpin
dalam perspektif  Islam merupakan wakil
dari umat, atau lebih tepatnya pegawai umat.
Di antara hak yang mendasar, wakil layak
diperhitungkan atau perwakilan itu dicabut
jika memang dikehendaki, terutama jika
orang yang mewkili mengabaikan berbagai
kewajiban yang harus dilakukannya.

Pemimpin dalam Islam bukan penguasa
yang terjaga dari kesalahan. Tapi dia adalah
manusia biasa yang bisa salah dan benar,
bisa adil dan pilih kasih. Menjadi hak kaum
muslimin untuk meluruskan pemimpin yang
berbuat salah dan melempangkan
penyimpangannya. Inilah yang dinyatakan
para pemimpin kaum muslimin yang
terbesar setelah Rasulullah SAW, yaitu Al-
Khulafa’ur rassyidin yang mengikuti
petunjuk.6 Kita diperintahkan untuk
mengikuti sunnah mereka dan menggigitnya
kuat-kuat dengan gigi geraham. Karena
sunnah mereka merupakan kepanjangan
dari sunnah beliau. Terbentuknya Negara
Madinah, akibat dari perkembangan
penganut Islam yang menjelma menjadi
kelompok sosial dan memiliki kekuatan
politik riil pada pasca periode Mekkah di
bawah pimpinan Nabi. Pada periode
Mekkah pengikut beliau jumlahnya relatif
kecil belum menjadi suatu komunitas yang
mempunyai daerah kekuasaan dan
berdaulat. Tetapi setelah di Madinah posisi
Nabi dan umatnya mengalami perobahan
yang besar. Di kota itu mereka mempunyai
kedudukan yang baik dan segera merupakan
umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.
Nabi sendiri menjadi pemimpin, dalam
masyarakat yang baru dibentuk itu dan
akhirnya merupakan suatu negara.

Sementara di kalangan kalangan
masyarakat muslim wacana kepemimpinan
pada umumnya dan pemimpin pada
khususnya, selalu menghiasi lembar sejarah
Islam sejak Rasulullh SAW wafat hingga saat
ini. Siapa sebenarnya yang dapat dianggap
sebagai wakil umat Islam untuk mengurus
kepentingan-kepentingan umat Islam itu
sendiri,  serta bagaimana umat Islam
menyikapi suatu persoalan kenegaraan yang
telah diputuskan oleh otoritas resmi dalam
suatu negara. Penulis akan mencoba
menjawabnya dalam makalah ini dengan
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judul “Pengertian Ulil Amri Dalam Al-
Qur’an dan Implementasinya Dalam
Masyarakat Muslim”.

II. Pengertian Ulil Amri

Kata Ulul Amr (selanjutnya baca ulil
amri) adalah susunan dari dua suku kata yaitu
ulu dan al ‘amr. Kata ulu diartikan dengan
yang punya, yang memilki misalnya dalam
kata ulil al quwwah yang berarti memiliki
kekuatan, uli al-bab berarti yang mempunyai
pikiran. Kata ini dijumpai dalam al-Qur’an
dengan berbagai macam kata pasangannya.
Umpamanya ia berpasangan dengan ulil ilm
berarti yang punya ilmu, ulul ba’s berarti yang
punya kekuatan/kekuasaan, ulu al-azm
berarti yang punya ketegaran/keteguhan,
dan lainnya. Sedangkan kata al-amr berarti
kerajaan, urusan, perkara7 dan semacamnya.

 Kata ini dijumpai dalam bentuk tunggal
dan jamaknya dalam al-Qur’an sebanyak 169
kali. Kata ini mempunyai makna semantik
yang banyak. Ia bisa berarti hari kiamat, hari
akhirat, agama Islam, perintah, perkara secara
umum. Dengan  arti perintah misalnya,
dijumpai dalam firman Allah : “Mereka
mengikut perintah Fir’aun, sedangkan perintah
Fir’aun itu tiadalah benar”.8 dan bararti hari
kiamat misalnya dijumpai dalam firman Allah
: “Apabila telah datang ketentuan Allah (hari
kiamat), di putuskanlah dengan benar dan rugilah
di sana orang-orang yang berbuat kebatilan” 9

Berikutnya, kata amir diturunkan dari
kata amira yang berarti menjadi amir (raja).
Amir bermakna “pemimpin”. Atas dasar
makna ini, amir didefenisikan dengan
“seorang penguasa yang melaksanakan urusan”.
Bentuk jamaknya (amira) adalah umara’ yang
berarti para penguasa, para pemimpin dan
para komandan. Kata amir tidak digunakan
oleh al-Qur’an, tapi yang ada ulil amri, dalam
kamus diberi arti (para pemimpin dan ahli
ilmu pengetahuan).10 Akan tetapi teks-teks

Hadis Nabi SAW, banyak digunakan kata
amir dan umara’. Hadis-hadis dimaksud
menggambarkan pentingnya peranan
pemimpinn dalam kehidupan masyarakat,
dan pemimpin harus benar-benar
memperjuangkan kepentingan rakyat.11

Istilah amir digunakan untuk gelar bagi
jabatan-jabatn penting yang bervariasi dalam
sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan
yang beragam. Seperti amir al-mu’minin, amir
al-muslimin, amir al-umara’dan amir saja.
Karena itu, ia bisa digunakan untuk gelar
bagi kepala pemerintahan di daerah dan
gelar bagi penguasa militer.

Kata Ulil amri adalah gabungan dari (ulu)
dan (al-amr) berarti pemimpin,  pemerintah
dan sebaginya. Kata ulil amri 12 terdapat di
dalam al-Qur’an sebanyak 2 kali, yaitu
firman Allah surah an-Nisa’ ayat 59:

Artinya:
“ Hai orang orang yang  beriman taatilah
Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri
diantara kalian...,.” (Q.S.An-Nisa’ ayat 59).

Dan firman Allah surat an-Nisaa’ ayat
83:

 öqs9ur çnr–Šu‘ ’n<Î) ÉAqß™§•9$#
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Artinya :
“Kalau sekiranya mereka kembalikan hal itu
kepada Rasul dan Ulil amri di antara
mereka, maka pastilah orang orang yang ingin
mengetahui kebenarannya (akan dapat)
mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil
amri). Dan kalau tidaklah karena karunia
Allah dan rahmad-Nya atas kamu, niscaya
kamu mengikuti syaitan, kecuali sedikit
diantara kamu yang mengetahuinya. (QS. an-
Nisaa’ :83)

Seruan dalam ayat (an-Nisa’: 59)
ditujukan kepada rakyat yang mukmin
bahwa mereka harus taat kepada ulil amri.
Tetapi dengan  syarat, ketaatan ini dilakukan
setelah ada ketaatan ( ulil amri) kepada Allah
dan Rasul-Nya. Di samping itu,  ada pula
perintah untuk kembali kepada Allah dan
Rasul-Nya jika terjadi silang pendapat, atau
kepada al-Qur’an dan Sunnah. Hal ini
mengharuskan orang-orang muslim
memilki daulah yang ditaati. Jika tidak,
urusan ini pun menjadi sia-sia.13 Atau, ayat
59 Surat an-Nisa’ menjelaskan bahwa orang-
rang yang diserahkan amanat kepada mereka
(Ulil Amri) harus ditaati, selagi Ulil Amri
itu menegakkan pemerintahan dan ketaatan
kepada undang-undang Allah.

    Kata ulil amri menurut Muhammad
Abduh bermakna sekelompok ahlu al halli
wa al ‘aqd (baca ahlul halli wal ‘aqdi) dari
kalangan orang-orang  muslim dari berbagai
profesi dan keahlian.  Meraka itu adalah
umara’ (pemerintah), para hakim, para
ulama, para pemimpin militer, dan semua
penguasa dan pemimpin yang dijadikan
rujukan oleh umat dalam masalah
kebutuhan dan kemaslahatan publik.14 Lebih
lanjut Muhammad Abduh menjelaskan,
apabila mereka sepakat atas suatu urusan
atau hukum maka umat wajib mentaatinya
dengan syarat mereka itu adalah orang-
orang muslim dan tidak melanggar perintah

Allah dan Rasul yang mutawatir. Wilayah
otoritas ulil amri sendiri hanyalah berkaitan
dengan kemaslahatan umat, sedangkan
wilayah ibadah, maka itu haruslah
didasarkan kepada ketentuan Allah SWT
dan Rasul-Nya.

Menurut Mawardi ahlu al halli wa al‘aqdi
disebut sebagai ahl al-ikhtiyar (golongan yang
berhak memilih). Peranan golongan ini
sangat penting untuk memilih salah seorang
diantara  ahl al-imamat (golongan yang
berhak dipilih) untuk menjadi khalifah.15

Sedangkan paradigma pemikiran ulama fiqih
merumuskan istilah ahlu al-halli wa al-‘aqd
didasarkan pada sistem pemilihan empat
khalifah pertama yang dilaksanakan oleh
para tokoh sahabat yang mewakili dua
golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini
oleh ulama fikih diklaim  betindak sebagai
wakil umat.

III.Ulil Amri Dalam Konsep
Pemerintahan

A. Istilah Pemimpin (Ulil Amri) Dalam
Islam

Istilah ulil amri berkenaan dengan
kehidupan bernegara, dapat diartikan
sebagai pemimpin, amir, presiden atau
raja. Arti kata ini diambil dari makna
yang dikandung oleh surat an-Nisa’ ayat
59, karena ayat tersebut mewajibkan
ketaatan kepada Allah, Rasul dan ulil
amri yang diaanggap sebagai pemimpin
komunitas masyarakat muslim
sepeninggal Rasulullah SAW.

Secara umum yang dimaksud
pemimpin (ulil amri) adalah orang-
orang yang memiliki perintah atau
sebagai pemerintah, yaitu orang-orang
yang memerintahi pada manusia. 16

Sedangkan  Syaikh Abd. Al Rahman bin
Nashr al Sa’id, menjelaskna dalam  al
Riyadh al Nadhirah wa al Hada’iq al
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Niyarah al Zahirah fi al ‘Aqaid wa al Funun
al Mustanawwi’ah al Fakhirah (halaman
49), bahwa imam-imam kaum muslimin
adalah para ulil amri (penguasa) yang
meliputi penguasa yang paling tinggi
(pemerintah pusat), amir, qadhi , hingga
semua yang memiliki kekuasaan, baik
kecil maupun besar. 17

Terdapat beberapa istilah atau gelar
yang digunakan untuk term “pemimpin
atau penguasa” dalam Islam, yaitu :
a. Khalifah, sebagaimana firman Allah

dalam surat Shaad ayat 26 :

Artinya:
“Hai Daud, sesunggunya Kami
menjadikan kamu khalifah
(penguasa) dimuka bumi.....” (QS.
Shaad : 26).

b. Ulil amri. Seperi firman  dalam surta
an-Nisaa’ ayat 59 :

Artinya :
 “Hai orang-orang yang beriman,
tatilah Allah dan taatilah Rasul-
Nya dan ulil amri diantara
kamu....” (QS. An-Nisa’ : 59)

c. Al Malik, dalam firman Allah dalam
surat al-Baqarah ayat 247 :

Artinya :
“Dan Nabi mereka berkata kepada
mereka, sesungguhnya Allah telah
mengangkat Thalud   sebagai Malik

(raja) mu........” (QS. Al-Baqarah
: 247)

d. Al Imam, sebagaimana dalam hadis
Nabi SAW : “Dan barang siapa yang
membaiat imam dan memberikan
kepadanya telapak tangannya dan  buah
hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya
sesuai dengan kemampuannya”.18

e. Al Shultan, seperti dalam hadis
Nabi SAW : “Barang siapa yang ingin
menasehati shultan maka, janganlah ia
menampakkannya dengan terang-
terangan”19

f. Amir al Mu’minin, orang yang
pertama kali dipanggil dengan gelar
ini adalah ‘Umar bin al Khattab RA.
Sedangkan perkataan (istilah)
presiden atau perdana menteri, juga
memiliki makna yang sama dengan
istilah diatas, meskipun tidak ada
landasan syariatnya. 20

Terdapat perbedaan antara konsep
yang dianut dalam tradisi masyarakat (
Sunny dan Syi’ah),21‘ tentang substansi ulil
amri itu sendiri sebagai seorang
pemimpin. Menurut masyarakat Sunny,
siapa saja dapat dianggap ulil amri apabila
mereka memegang otoritas negara,
politik dan bahkan agama. Otoritas
tersebut dapat diperoleh dengan upaya
dan usaha tanpa mengenal warisan
titisan atau keturunan. Siapa saja boleh
memenuhi kreteria ulil amri yang antara
lain: a. Punya pengetahuan yang
mendalam. b. Adil dalam segala urusan
dan c. Keturunan suku Quraisy.22

Persyaratan terakhir ini merupakan
penolakan terhadap dokrin Khawarij,
bahwa setiap m uslim dari kalangan
manapun berhak menjadi kepala negara.
Sekaligus penolakan terhadap dokrin
Syi’ah bahwa kepala negara hanya
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terbatas pada keturunan Ali.
Lain halnya masyarakat Syi’ah,

menurut mereka ulil amri hanyalah
mereka yang termasuk dalam kelompok
ahlu al- bait, karena di tangan ahlu al-
baitlah terdapat otoritas politik dan
agama. Anggapan semacam ini di
dasarkan kepada pemahaman bahwa
ahlu bait terpelihara dari kesalahan,
sesuai firman Allah SWT:

Artinya: “ Hanya sesungguhn ya Allah
menghendaki, supaya menghilangkan
kotoran dari kamu hai keluarga Nabi
dan membersihkan kamu sebersih-
bersihnya”. (QS. Al-Ahzaab: 33).

Kaum Syi’ah adalah para pengikut
setia Ali bin Abi Thalib. Keyakinan
mereka yang amat tinggi  kepadanya
membawa kepada suatu keyakinan,
bahwa Ali bin Abi Thalib adalah al
Khalifah al Mukhtar (Khalifah Terpilih)
dari Nabi SAW, karena ia dianggap
sahabat terbaik di antara sahabat-
sahabat Nabi. Artinya mereka meyakini
bahwa yang berhak mengendalikan
pemerintahan pasca Nabi adalah imam,
baik pemegang kepemimpinan politik
maupun kepemimpinan spritual
(agama). Jabatan imam adalah hak
istimewa ahl al bait (keluarga Nabi), yaitu
Ali bin Abi Thalib dan keturunannya.23

B. Kewajiban Terhadap Pemimpin
Atau Ulil Amri

Islam memberikan hak-hak bagi
pemimpin yang wajib ditunaikan,
ditetapkan dan dijaga oleh rakyat,
karena sesungguhnya maslahat umat

dan masyarakat tidak akan tercapai dan
teratur, kecuali dengan saling tolong
menolong antara pemimpin dan rakyat.
Pemimpin menegakkan kewajiban-
kewajibannya, demikian pula halnya
rakyat dan masyarakat.24 Diantara hak-
hak pemimpin dan kewajiban terhadap
mereka adalah sebagai berikut:
a. Ikhlas dan mendoakan pemimpin

Kewajiban pertama bagi rakyat
terhadap pemimpin adalah ikhlas,
dalam mencintai mereka dan
menginginkan kebaikan bagi
mereka serta membencihi apa yang
akan menyusahkan mereka. Syariat
melambangkan hal itu dengan
kalimat nashihah, sebagaimana
dalam hadis Tamin bin Aus al Daari,
ia berkata : “ Rasulullah SAW
bersabda : “Agama itu adalah nasehat,
kami berkata : bagi siapa?. Beliau
bersabda : Bagi Allah, Kitab-Nya,
Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin
dan umat mereka.25

Ibnu Daqiq al ‘Ied juga
menjelaskan dalam Syarh Matan al
Arba’in al Nawawi, bahwa nasihat
bagi imam-imam kaum muslimin
adalah dengan membantu mereka
dalam kebenaran, mentaati
mereka,memperingatkan kesalahan
mereka dengan lemah lembut,
mengingatkan dalam hal-hal yang
mereka lalai, mempersatukan hati
manusia untuk mentaati mereka, jihat
bersama mereka dan mendoakan
kebaikan untuk mereka.26

Demikian pula mendoakan
mereka, sebab doa untuk pemimpin
mempunyai  faedah diantaranya:
1. Doa adalah ibadah untuk

mendekatkan diri kepada Allah,
maka mendoakan kebaikan bagi
mereka adalah ibadah. Syaikh
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Abd. al ‘Aziz bin Baz berkata :
“Adapun mendoakan kebaikan
untuk pemimpin termasuk
taqarrub (mendekatkan diri
kepada Allah) yang paling besar
dan termasuk seutama ketaatan.27

Mendoakan pemimpin berarti
telah menunaikan kewajiban dan
tanggung jawab, sebab doa
termasuk nasehat, sedangkan
nasehat adalah kewajiban atas
setiap muslim.

2. Mendoakan kebaikan pemimpin
merupakan kareekteristik ahli
sunnah dan membedakan mereka
dari ahli bid’ah. Berkata al Hasan
bin Ali : Jika kamu melihat
seseorang mendoakan kejelakan
atas pemimpin, maka ketahuilah
bahwa ia adalah pengekut hawa
hafsu, jika kamu mendengan
seseorang mendoakan
pemimpin dengan kebaikan,
maka ketahuilah bahwa ia
adalah pengikut sunnah.28

b. Menghormati dan Memuliakan
Pemimpin

Menghormati dan memuliakan
ulil amri, baik pemimpin maupun
ulama merupakan kewajiban dalam
Islam. Sedangkan mencela dan
merendahkan keduanya adalah
terlarang.  Semua ini untuk
menumbuhkan persaan segan dan
takut dalam diri rakyat, agar mereka
tidak berbuat kerusakan,
keburukan, permusuhan dan
pembangkangan.29 Imam Ibnu
Jama’ah menjelaskan, bahwa hak
para pemimpin yakni berupa
penghormatan, memuliakannya
serta keagungan yang telah
diberikan Allah kepada mereka.

Karena itu, para ulaama besar di
kalangan imam Islam
mengagungkan kehormatan
mereka, memenuhi panggilan
mereka dengan sikap zuhud dan
wara’ dan tidak tamak terhadap
milik para pemimpin tersebut.30

Berkata imam al Qurafy dalam
al Dzakirah : Menjaga/ memelihara
maslahat umum adalah wajib,
tidaklah bisa terjaga kecuali dengan
diagungkannya imam-imam
(penguasa) dalam hati rakyat, bila
rakyat menyalahi mereka atau
dihinakan, niscaya maslahat tidak
akan tercapai.31  Sebagaimana sabda
Rasulullah SAW : “Dari Abi Bakrah,
ia berkata : aku mendengar Rasulullah
SAW bersabda : “Barangsiapa yang
memuliakan penguasa Allah di dunia,
niscaya Allah akan memuliakannya
pada hari kiamat. Barangsiapa yang
menghinakan pengauasa Allah di dunia,
niscaya Allah akan menghinakannya
pada hari kiamat.32

Bersadarkan keterangan diatas,
jelaslah bahwa sudah merupakan
kewajiban bagi umat (rakyat) untuk
menghormati dan memuliakan
pemimpin. Tidak boleh mencela
dan merendahkannya, sebab hal itu
hanya akan menimbulkan
kerusakan dan kebencian di hati.
Pada hal, diantara kewajiban rakyat
kepada pemimpinnya adalah ikhlas
dan mendo’akan kebaikan atas diri
pemimpin, bukan sebaliknya.

c. Taat Dalam Perkara Selain Maksiat
Suatu  hal yang menarik dari

ketaatan kepada ulil amri di sini,
yakni apakah ketaatan itu sifatnya
(absolut atau tidak absolut). Absolut
berarti bahwa semua perintah itu

Kaizal Bay:  Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim



JURNAL USHULUDDIN Vol. XVII No. 1, Januari 2011122

wajib dilaksanakan, apakah hal itu
mengandung kemaslahatan atau
tidak, dilaksanakan secara terpaksa
atau tidak terpaksa. Ketaatan
semacam ini, dijumpai dalam tradisi
mayoritas masyarakat Syiah. Karena
dalam masyarakat Syiah, misalnya
imam atau pemimpin itu adalah
ma’sum yang berarti terlepas dari
dosa dan kesalahan. Bahkan mereka
beranggapan bahwa para imam itu
adalah wakil Tuhan di bumi untuk
menafsirkan dan menjelaskan
perintah perintah-Nya.

Ketaatan kepada ulil amri dalam
Syiah digambarkan oleh Al-
Muzaffar dalam pandangannya
yang mengatakan : “Kami meyakini
bahwa imamah adalah salah satu
dari ajaran Islam yang fundamental
(ushul al-din),  dan keyakinan
seseorang tak akan pernah menjadi
sempurna tanpa meyakini imamah
itu”. Percaya bahwa para imam
adalah ulil amri yang diperintahkan
oleh Allah untuk ditaati. Sebab
meraka adalah saksi bagi manusia,
pintu- pintu Allah SWT, dan jalan
menuju-Nya. Mereka adalah wadah
penunjuk jalan, wadah ilmu Allah
SWT, penerjemah wahyu-Nya,
tonggak-tonggak tauhid-Nya.
Karena itulah, meraka menjadi
pembawa keamanan dibumi seperti
bintang membawa keaaman bagi
ahli langit.33

Sedangkan tidak absolut, berarti
ketaatan itu sifatnya temporal.
Kewajiban taat disini berkaitan
dengan  perilaku seorang
pemimpin. Jika pemimpin itu tidak
membawa kamaslahatan rakyat,
maka tidak ada kewajiban taat
kapada-Nya. Ketaatan atau ketidak

taatan itu  terilhami dari pengertian
ayat surat an-Nisa ayat 59 diatas.
Dinyatakan,  bahwa kata taat itu
terulang  ketika menyebut ketaatan
kepada Nabi Muhammad SAW ,
tetapi tidak terulang ketika
menyebut ulil amri. Hal ini
menunjukkan bahwa ketaataan
kepada ulil amri telah tercakup dan
terintegrasi  pada ketaatan kepada
Allah SWT dan ketaatan kepada
Rasul SAW. Dengan pengertian lain,
bahwa ketaatan pada ulil amri tidak
punya bentuk dan  model yang lain,
kecuali berdasarkan kepada
ketaatan kepada Allah SWT dan
ketaatan kepada Rasul SAW.34

Selanjutnya Abuddin Nata
mengatakan, di dalam (QS. an-Nisa’
59) kita dianjurkan agar mentaat
Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri
(pemimpin). Ketaatan kepada Allah
dan Rasul-Nya ini mengandung
konsekwensi ketaatan kepada
ketentuan-Nya yang terdapat di
dalam al-Qur’an dan ketentuan
Nabi Muhammad SAW yang
terdapat di dalam Hadisnya.
Selanjutnya ketaatan kepada ulil amri
atau pemimpin sifatnya kondisional
(tidak mutlak), karena betapapun
hebatnya ulil amri itu, namun ia tetap
manusia yang memiliki kekurangan
dan tidak dapat dikultuskan. Atas
dasar inilah, mentaati ulil amri
bersifat kondisional. Jika produk
dari ulul amri tersebut sesuai dengan
ketentuan Allah dan Rasul-Nya maka
wajib di ikuti ; sedangkan jika produk
ulil amri tersebut bertentangan dengan
kehendak Tuhan maka tidak wajib
mentaatinya.35 Dengan demikian,
jelaslah bahwa model ketaatan kepada
ulil amri itu terlaksana, jika ulil amri
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itu melaksanakan perintah perintah
Allah SWT dan Rasul-Nya,
sebaliknya jika tidak, maka ketaatan
itu dengan serta merta tidak mesti
adanya.

Banyak hadis dari Rasulullah
SAW,  menerangkan tentang
kewajiban untuk mentaati
pemimpin, diataranya:
a. “Dari Abu Hurairah RA, dari

Rasulullah SAW, sesungguhn ya
beliau bersabda: “Barangsiapa yang
mentaatiku maka sesungguhnya ia
telah mentaati Allah; barangsiapa
yang mendurhakaiku maka
sesungguhnya ia telah mendurhakai
Allah. Barangsiapa yang taat
kepada amir (pimimpin) kaka
sesungguhnya telah mentaatiku;
barangsiapa yang mendurhakai amir
(pemimpin) maka sesungguhnya ia
telah mendurhakaiku”.36

b. “Dari Irbadh bin Sariyah RA, ia
berkata; bersabda Rasulullah
SAW: “Aku wasiatkan kepada
kalian hendaklah bertaqwa kepada
Allah, mendengar dan taatlah
meskipun (yang memerintah) kalian
adalah seorang budak Habsyah.
Karena barangsiapa yang hidup
panjang sepeninggalku diantara
kalian, niscaya akan melihat
perselisihan yang banyak. Maka
wajin atas kalian untuk berpegang
dengan sunnahku dasn sunnah dan
sunnah khulafa ar rasyidin
setelahku”.37

Dalil-dalil diatas, mewajibkan
mendengar dan taat kepada
penguasa secara mutlak, kemudian
dibatasi bahwa ketaatan itu hanya
pada perkara yang bukan  maksiat,
sebagaimana diterangkan dalam

hadis shahih sebagai berikut :
a. “Dari Ibnu ‘Umar RA, ia

berkata; Rasulullah SAW
bersabda: “Wajib atas seorang
muslim untuk mendengar (tunduk)
dan patuh dalam perkara yang ia
sukai, kecuali jika ia diperintahkan
agar berbuat maksiat. Apabila ia
diperintahkan dalam maksiat,
maka janganlah ia mendengar dan
mentaatinya”.38

b. “Tidak ada ketaatan dalam
maksiat kepada Allah, hanya saja
ketaatan itu dalam perkara yang
ma’ruf ”.39

Imam al Qurthubi dalam al
Mufhim menyatakan, bahwa
yang dimaksud dengan (ma’ruf)
disini adalah perkara-perkara
yang bukan kemungkaran dan
maksiat, maka masuk
didalamnya ketaatan-ketaatan
yang wajib dan sunnah serta
perkara yuang mubah (boleh)
dalam syari’at. Jika pemimpin
memerintahkan yang boleh,
maka ketaatan kepadanya
menjadi wajib dan tidak halal
menyelisihinya.40

Persoalan muncul kemudian,
ketika sebagian masyarakat
dihadapkan pada kenyataan, bahwa
pemimpin (ulil amri) memimpin
mereka adalah non muslim. Dalam
arti kata masyarakat muslim berada
dibawah  dibawah pemerintahan
non muslim. Apakah kewajiban taat
itu ditujukan pula kepada mereka ?

Menurut Al Maududy bahwa
ulil amri yang dimaksud adalah
mereka yang beriman. Karena itu
ketaatan kepada pemimpin (ulil
amri) hanyalah kepada mereka yang
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betul betul beriman yang
menjalankan perintah Allah SWT
dan Rasul rasul-Nya.41 Pendapat
seperti ini dianut pula oleh
Muhammad Ali al-Sabuniy yang
mengatakan  ketaatan adalah
apabila ulil amri itu seorang muslim
yang berpegang teguh kepada
syari’at Allah SWT . Keweajiban
taat itu hanyalah kepada seorang
muslim yang secara lahir maupun
batin betul-betul muslim, bukan
hanya bentuk luarnya saja bahwa dia
muslim.42 Jika paham yang seperti
ini yang mereka anut, maka
pemerintahan yang non muslim
mereka anggap sesuatu yang
darurat, karena itu ketaatan kepada
mereka bersifat darurat pula.

Sedangkan Muhammad Abduh
memberi komentar yang sangat
menarik terhadap persoalan
ketaatan ini dengan mengatakan:
Tidak menjadi suatu pelanggaran
jika kewajiban menerima atau
memberi ketaatan terhadap sesuatu
yang bertentangan, jika ketaatan itu
untuk menjaga kemaslahatan dan
persatuan umat. Tidak pula
merupakan pelanggaran terhadap
ketaatan kepada yang bertentangan
dengan hukum Tuhan secara
kondisioanal bukan secara tekstual,
karena  menjaga kemaslahatan
agama Islam, orang- orang muslin
serta menjaga persatuan diantara
umat. Jika perkara itu tidak
mempunyai landasan nash  dalam
syariat, maka ulil amri berhak dan
bebas memutuskan sebuah perkara
berdasarkan kesepakatan/
musyawarah dan wajib taat terhadap
keputusan itu. Sebagaimana yang
dilakukan oleh Umar ra. Ketika

mendirikan sebuah dewan atas
petunjuk dari beberapa sahabat
yang belum pernah terjadi pada
masa Nabi dan tidak seorang
sahabatpun yang menentangnya.43

Dengan demikian, ketika persoalan
hasil sidang istimewa dipermasalah
kan, maka hal itu menjadi kewajiban
untuk menaatinya berdasarkan
pendapat Muhammad Abduh
tersebut di atas.

Berdasarkan uraian di atas,
dapatlah dipahami bahwa
pemimpin (ulil amri) yang harus
ditaati oleh umat Islam adalah
seluruh pemimpin, selama ia
muslim dan tidak menampakkan
kekafiran yang nyata serta ada
hujjah (argument) yang kuat untuk
itu. Berkata Shalih bin ‘abd al Aziz
: Apabila penguasa itu telah
menampakkan kekafirannya maka
boleh keluar (menentang atau
memberontak) kepadanya, dengan
syarat kekafiran tersebut telah
disepakati. Namun, jika kekafirannya
itu masih diperselisihkan maka tidak
boleh keluar dari padanya, sebab
Rasulullah SAW bersabda: “Kecuali
kalian melihat kekufuran yang nyata
dan kalian memiliki petunjuk dari
Allah tentang itu”, yaitu kekufuran
yang jelas dan gamblang yang kalian
mempunyai petunjuk.44 Tetapi bila
keluar dari penguasa tersebut justru
menimbulkan kerusakan bagi kaum
muslimin, maka tidak boleh
dilakukan.

Bentuk pemerintahan yang
benar menurut pandangan al-
Qur’an, adalah adanya pengakuan
negara akan kepemimpinan (Ulul
Amri). Ulil Amri itu sangat urgen
(penting) sekali, sewajarnya mereka
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berbuat sesuai dengan al-Qur’an
dan as-Sunnah, dalam arti tidak
penipu, bersusta dan sebagainya.

 IV.Ulul Amri  Dalam Kehidupan
Masyarakat

Berdasarkan pengertian al amr yang
sangat luas, maka pengertian ulil amri dapat
pula dikembangkan dengan seluas luasnya.
Pengertian yang tepat untuk ulil amri adalah
mereka yang memegang otoritas  al amr apa
saja.

Pemegang otoritas al amr dalam bidang
agama pada masa awal Islam ada pada Nabi
Saw. Tidak satupun sahabat berani
menafsirkan sendidri ayat tanpa penjelasan
dari Nabi SAW. Namun dalam hal-hal
tertentu terutama yang berkaitan dengan
bidang- bidang kehidupan dunia, Nabi SAW
menyerahkan kepada mereka yang punya
otoritas. Ketika Nabi SAW memberi
petunjuk kepada sahabat tentang cara
berkebun korma yang baik, ternyata hal itu
tidak betul dan bahkan membuat korma itu
tidak berbuah. Melihat hal demikian Nabi
SAW mengomentari dengan mengatakan :
“Kalian lebih mengetahui mengenai pekerjaan
(profesi) kalian”.(H.R. Muslim).45

Karena itu, dapat digambarkan bahwa
Nabi SAW bukan pemegang absolut
terhadap seluruh al amr kaum muslimin pada
waktu itu, bahkan secara demokratis Nabi
SAW memberikan alternatif-alternatif
pilihan yang terbaik bagi sahabat, berkenaan
dengan pengetahuan dan pengalaman
sahabat yang bersangkutan. Dukungan
terhadap anggapan ini juga terlihat dalam
sebuah hadis Nabi SAW : “ jika sebuah al
amr (urusan) diserahkan kepada yang bukan
ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.(H.R.
Bukhari)46  Hadis diatas, menuntut
kemampuan pemimpin yang tepat dalam
menjalankan pemerintahan negara,

sehingga dapat menciptakan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa. Dengan
demikian, melecehkan amanat dan keadilan
merupakan ancaman yang ditandai dengan
kehancuran umat dan negara.

Selanjutnya fenomena otoritas dalam
masyarakat dapat dijumpai di kalangan
masyarakat Nahdliyyin yang tergambar dari
sikap mereka terhadap kiyai. Seorang kiyai
secara otomomatis memiliki otoritas yang
tinggi. Otoritas tersebut bukan semata mata
kedalaman ilmu keagamaannya, melainkan
juga karena struktur sosialnya yang
mendukung serta jenis budaya yang dianut
oleh sebuah komunitas masyarakat. Ada tiga
sumber otoritas yang dimilki oleh kiyai.

Pertama , keturunan dari kiyai
sebelumnya, atau keluarga dekat dari kiyai
ataukah ia murid kesayangan kiyai dan
sebagainya. Kedua, kedalaman ilmu yang
dimiliki, terutama ilmu agama. Ketiga, tuan
tanah.47 Fenomena ini tidak hanya
menjadikan kiyai memegang otoritas dalam
agama, tapi lebih dari itu, ia juga memegang
otoritas ekonomi karena luas tanah yang
dimiliki kiyai, dimana tempat bergantung
masyarakat desa dalam mencari kebutuhan
hidupnya. Karena itu, dalam banyak hal kiyai
dapat dianggap tidak punya kesalahan dan
kekeliruan sedikitpun. Dengan demikian
secara radikal dapat dianggap ma’sum
disebagian tempat terutama di pedesaan,
kiyai merasa disepelekan jika pesan atau
perintahnya dibantah atau tidak dipatuhi
oleh masyarakat.

Suatu hal yang menarik untuk diamati
fenomena yang terjadi dikalangan mereka
waktu pemerintahan di bawah KH.
Abdurrahman Wahid. Ketika itu, semua
warga Nahdliyyin mendukung kebijaknnya,
karena  mereka beranggpan kewajiban
untuk taat sepenuhnya kepada pemerintah.
Hal ini terlihat dari pandangan seorang
tokoh senior NU KH Ahmad Siddiq yang
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mengatakan, pandangan masyarakat NU
terhadap kehidupan bernegara adalah
kewajiban  menjaga dan memelihara
eksistensi  sebuah negara, kewajiban
menghormati serta taat kepada pemerintah
yang sah selama tidak menyeleweng atau
memerintahkan kearah yang bertentangan
dengan hukum dan ketentuan Allah SWT.
Kalau terjadi kesalahan  yang dilakukan
pemerintah, maka cara mengingatkannya
melalui tata-cara yang sebaik baik-baiknya.
Mentaati pemerintah merupakan kewajiban,
sepanjang pemerintah tidak menganjurkan
kepada kekufuran. Segala bentuk “oposisi”
apalagi mengarah kepada pemberontakan ,
dengan tidak dimiliki oleh NU.48

Dengan demikian, ahl al-hall wa al-‘aqd
terdiri dari berbagai kelompok sosial yang
memiliki profesi dan keahlian yang berbeda,
baik dari dari birokrat pemerintahan
maupun tidak yang lazim disebut pemimpin
formal dan pemimpin informal. Sudah
barang tentu , tidak semua pemimpin dan
pemuka profesi dan keahlian yang disebut,
otomatis menjadi ahl al-hall wa al-‘aqd. Sebab
setiap lembaga ini harus memenuhi
kualifikasi, yaitu berlaku adil dalam segala
sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan
yang luas dan memilki wawasan dan kearifan
dalam mengelola urusan negara dan rakyat.

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di
paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa
ulil amri  (pemimpin) adalah seorang atau
sekelompok orang yang  mengurus
kepentingan- kepentingan umat. Ketaatan
kepada ulil amri adalah merupakan suatu
kewajiban umat, selama tidak bertentangan
dengan nash yang zahir. Berkenaan dengan
masalah ibadah, maka semua persoalan
haruslah didasarkan pada ketentuan Allah
SWT dan Rasul-Nya.

 Ketaatan kepada ulil amri (pemimpin)
sifatnya kondisional (tidak mutlak), karena
betapa pun hebatnya ulil amri itu maka ia
tetap manusia yang memiliki kekurangan
dan tidak dapat di kultuskan,  ia bisa benar
dan salah, bisa adil dan pilih kasih.
Sedangkan yang berkaitan dengan
kemaslahatan umum itu ada pada otoritas
masing masing. Keputusan tentang
kemaslahatan  umum ini, harus didasarkan
kepada pemegang otoritas resmi di
masyarakat dan semua komponen
masyarakat harus menaatinya, meskipun itu
bertentangan secara kondisional dengan
ketentuan nash, tapi tidak bertentangan
secara tekstual.  Hal ini bertujuan untuk
memelihara persatuan dan kemaslahatan
umat Islam.

Ulil Amri adalah seorang ahli ra’yi yang
otoritasnya  untuk membuat hukum  baru,
jika ada suatu permasalahan yang tidak
dijumpai dalilnya dalam al-Qur’an dan
Sunnah, maka harus dilakukan ijtihad.
Ijtihad mereka itu, tidak boleh melenceng
darti al-Qur’an dan Sunnah.

Endnote:
1 QS.An-Nisa’: 59. Penggandengan kata ini

merupakan suatu bukti tentang tingginya
kedudukan para ulil amri. Hal yang semisalnya yaitu
dalam firman Allah: “Allah mengatakan bahwa tidak
ada Tuhan selain Dia,  para malaikat dan orang-orang
yang berilmu (menyaksikan, berdiri dengan keadilan.
Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa
lagi Bijaksana” (QS.Ali Imran:18). Menunjukkan
bahwa penggandengan ini, yakni setelah Allah
mengiringi kesaksian-Nya dengan kesaksian para
malaikat, kemudian Dia mengiringi pula dengan
kesaksian dari orang-orang yang berilmu. Hal ini
menunjukkan tentang keistimewaan para ulama.
( lihat tafsir al Qur’an al ‘Azhim karya Ibnu Katsir
). Begitu pula hadis Nabi SAW: Dari Abi Bakrah,
ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:
“Barangsiapa yang memuliakan penguasa Allah tabarak
wa ta’ala di dunia, niscaya Allah akan memuliakannya
pada hari kiamat; dan barangsiapa yang menghina
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takut kepada Allah di tengah kalian, dan jika aku
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